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ABSTRAK

ANALISIS STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN ATASPEMBERIAN
KREDIT PADA PT. BPT MITRA ARTA MULIA BENGKALIS

OLEH : FREDI ANTONI

Pendlitian ini dilakukan pada PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis yang
beralamat di JI. Hasanuddin No. 10 Bengkalis. Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakan struktur pengendalian intern atas pemberian
kredit telah dijalankan secara efektif.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dari hasil
wawancara dengan pihak perusahaan dan data sekunder yaitu data yang
diperoleh langsung dari perusahaan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan
metode deskriptif dimana data yang diperoleh dibandingkan dengan teori-teori
yang ada yang penulis ketahui.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kelemahan dalam struktur
pengendalian intern pada perusahaan yaitu: Tidak adanya auditor intern dalam
suatu perusahaan. Dalam pemberian kredit kepada nasabah yang mempunyai
hubungan istimewa dengan pejabat bank langsung disetujui tanpa dilakukan
analisis secara insentif. Tidak dilakukannya pemantauan usaha debitur oleh
perusahaan. Masih adanya rangkap tugas yang dilakukan oleh bagian kredit.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian
intern atas pemberian kredit pada perusahaan belum dilakukan secara efektif dan
belum sesuai dengan SPAP.

Kata kunci : pengendalian intern, monitoring, sistem pemberian kredit, analisis
kredit.
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan nasional merupakan serangkaian pgorEn seluruh
aspek yang berkesinambungan meliputi kehidupan anakst, berbangsa dan
bernegara. Tujuan pembangunan nasional adalah mdkeu; masyarakat adil
dan makmur yang merata dalam segala bidang. Satahaspek pembangunan
adalah dibidang ekonomi, pembangunan dibidang ehkonoi tidak terlepas
berkembangnya usaha perbankan.

Berkembangnya usaha perkreditan memberikan damesikif terhadap
perekonomian. Begitu juga dengan Bank Perkreditahy& memberikan bantuan
pinjaman kepada masyarakat pedesaan yang merupagkayarakat ekonomi
lemah sangat membutuhkan tambahan dana untuk kelaggn usahanya.

Perkreditan merupakan kegiatan sentral perbartkagiatan perkreditan
berfungsi sebagai sarana untuk membuka peluangsdif®mudan pemerataan
pendapatan masyarakat serta meningkatkan fungsgsparpasar karena
meningkatkan daya beli. Sekalipun mempunyai sungmerdapatan lain dari
proses pendanaan jasa-jasa perbankan, pendapataddrakegiatan perkreditan
seperti bunga, komisi, dan provisi menjadi sumbendapatan utama bank.
Kemampuan bank sebagai lembaga keuangan untuk mkarbginjaman dana,
sangat tergantung kepada nasabah yang menabungyaadg bank. Artinya
semakin banyak nasabah yang menabung pada suadtuakan berpengaruh

terhadap banyaknya kredit yang akan disalurkandeepibitur dan sebaliknya



apabila semakin sedikit nasabah yang menabung sasta bank akan semakin
sedikit pula kredit yang akan disalurkan.

Dana yang berhasil diperoleh disalurkan kembaljpakla masyarakat
dalam bentuk kredit, dalam pemberian kredit danagydipergunakan sebagian
besar merupakan titipan dari masyarakat berupastteptabungan dan giro yang
berjangka pendek. Sedangkan kredit yang dipergunaled bank sebagian besar
merupakan pinjaman jangka panjang. Dengan adansgize¢esan waktu maka
timbul unsur ketidakpastian atau resiko atas peiab&redit yang diberikan.

Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastiandiperlukan suatu
pengamanan kredit baik yang bersifat preventif maupepresif. Tujuan
pengamanan ini adalah untuk menghilangkan resiw sedikitnya memperkecil
resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihaknk perlu meningkatkan
kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar mempier kemungkinan
terjadinnya kredit macet.

Namun pada umumnya banyak bank mengalami keswué&agan adanya
tunggakan kredit, artinya uang yang dipinjamkan gaémi kemacetan dalam
penagihan atau lazim disebut dengan kredit bermasdValaupun ini bukan
barang baru dalam dunia perbankan jika tidak daangecara profesional, kredit
terutama dalam jumlah besar akan membawa dampakrgarugikan bagi bank
itu sendiri. Kesehatan bank yang bersangkutan difnabk Sentral akan bernilai
rendah, dan ini akan mengakibatkan ketidakpercayamabah terhadap bank

bersangkutan sehingga mereka berbondong-bondongrikdéembali dana yang



mereka titipkan. Akibat selanjutnya kelancaran ashisnis perbankan itu akan
terganggu.

Setiap bank dituntut untuk mengamankan kredit yefa disalurkan agar
pembayaran dari debitur tetap lancar. Oleh karémabank harus memiliki
pengendalian intern yang efektif agar kredit ydiggrikan dapat kembali sesuai
prosedur. Efektifitas dalam hal ini adalah sejaumanorganisasi melaksanakan
seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sadarariujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Struktur pengendalian intern adalah kebijakan gansedur untuk
memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuamtujperusahaan akan
tercapai. Struktur pengendalian intern bertujuakabuwntuk mencari kesalahan-
kesalahan tetapi lebih bertujuan pada upaya pehaagdan pengurangan resiko
kesalahan pada upaya meningkatkan efektifitas tag@erusahaan/bank.

Pengertian struktur pengendalian intern menunumgggal (2001:24)
adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan Seoisi manajemen dan
personal lain dari suatu entitas yang didisain kintbemberikan keyakinan
memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuaikubeyaitu: 1) keandalan
pelaporan keuangan, 2) efektifitas dan efisiensrag dan 3) kepatuhan hukum
dan peraturan yang berlaku.

Struktur pengendalian intern menurut IAl (SPAPQ2319.5)) mengacu
pada lima elemen berikut: 1) Lingkungan pengendaly Penetapan resiko, 3)

Sistem akuntansi, 4) Prosedur pengendalian daerbpRtauan.



PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis melayani masjat pedesaan

untuk meningkatkan perekonomian desa seperti partamdustri kecil, warung-

warung pedesaan, pedagang-pedagang besar maupudaketain sebagainya.

Selain melayani masyarakat pedesaan PT. BPR Mitiaa Mulia juga melayani

organisasi atau perusahan baik untuk meningkatkemasional maupun untuk

investasi seperti pembangunan pabrik, pembelianinamessin, kendaran dan

bahan baku.

PT. BPR Mitra Arta Mulia memberikan kredit berddsar penggunaanya

yaitu: Kredit Modal Usaha, kredit konsumtif danedit investasi.

Posisi Kredit PT. BPR Mitra Arta Mulia dapat ddihpada tabel berikut:

Tabel.l.1
PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis
Posisi Kredit
Tahun 2006-2007
Kolektibiliti Kredit Tahun 2006 Persentase Tahu®?20 Persentase
Modal Kerja
Lancar 7.089.397.014,86 89,06 8.100.251.250,77 92,57
Kurang Lancar 522.192.279,56 6,56 299.263.900,59 3,42
Diragukan 248.359.742,12 3,12 202.134.389,00 2,31
Macet 100.299.126,87 1,26 148.756.909,65% 1,70
Sub Total 7.960.248.164,00 100,00 8.750.406.450,00 100,00
Kredit Investasi
Lancar 446.242.749,00 100,00 514.526.486,00 100,00
Kurang Lancar - -
Diragukan - -
Macet - - -
Sub total 446.242.749,00 100,00 514.526.486,0( 100,00
Kredit Konsumtif
Lancar 6.554.348.178,26 97,20 6.567.370.095,5¢ 96,07
Kurang Lancar 83.615.141,87 1,24 117.579.645,772 1,72
Diragukan 68.780.196,93 1,02 99.122.375,75 1,45
Macet 36.413.045,43 0,54 51.953.796,95 0,76
Sub total 6.743.156.562,00 100.00 6.836.025.914,0( 100,00
TOTAL 15. 149. 647. 475,00 100.00 | 16.100. 958. 850,00 100,00

Sumber PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis



Dari tabel diatas kredit Modal Kerja kurang landan diragukan pada
2006 mengalami penurunan pada tahun 2007 dengamuymem masing-masing
sebesar 3,14% dan 0,81% namun untuk kredit maeagatami kenaikan dari
1,26% menjadi 1,70%. Pada Kredit Investasi patdane006 dan 2007 tidak
mengalami masalah yakni kredit yang disalurkanrablwya lancar. Kolektibiliti
Kredit Konsumtif kredit kurang lancar, diragukamdaacet terjadi kenaikan pada
tahun 2007 masing-masing kredit kurang lancar da24% menjadi 1,72%
diragukan dari 1,02% menjadi 1,45% macet dari Opa&ajadi 0,76%.

Jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2006 nlang&enaikan pada
tahun 2007 namun hal ini tidak diimbangi dengamgdaengendalian pemberian
kredit yang baik sehingga terjadi kenaikan kreditnasalah. Jika ini terjadi terus
menenus tanpa adanya pengendalian yang baik datambgpian kredit maka
akan berdampak terhadap kelancaran usaha bank.

PT. BPR Mitra Arta Mulia dalam mengendalikan pahsannya
dibutuhkan adanya struktur organisasi yang baikikumiewujudkan sistem dan
tata kerja bank. Dalam rangka menjaga dan mengaanakggiatan usaha bank,
diperlukan susunan organisasi yaitu manajemen jpualani dewan direksi yang
ikut andil dalam pengendalian agar komunikasi diamia perusahaan dapat
dipatuhi semua pihak.

Dalam struktur organisasi pada PT. BPR Mitra Avtalia belum ada
Internal Auditor atau audit intern yaitu karyawastap yang dipekerjakan pada
perusahaan. Fungsi Audit intern dibuat dalam satuseha untuk memantau

efektifitas kebijakan dan prosedur lain yang bedmidengan pengendalian. Hal



ini tidak sesuai dengan linkungan pengendalian yaegetapkan suatu struktur
organisasi yang baik guna tercapainya suatu peafjand/ang memadai.

Dalam menjalankan pengendalian intern masih tatdiplemahan yaitu
dalam pemberian kredit kepada nasabah yang mentilikiungan istimewa
dengan pejabat bank disetujui langsung, tanpaukbak survei dan analisis yang
lebih insentif. Dari total kredit yang disalurkasbgsar Rp.16.100.958.850 9,70%
merupakan nasabah yang mempunyai hubungan istintéaani menimbulkan
kecurangan dan penyimpangan pada prosedur pembegdit dimana dalam
pemberian kredit harus melalui suatu alur sistemhbmian kredit salah satunya
harus melalui analisis oleh petugas analisis kredit

Pada PT. BPR Mitra Arta Mulia juga belum mempungaatu tim
pemantauan keadaan usaha debitur. Setelah kreddirkdin pihak bank
seharusnya melakukan pemantauan terhadap usahturdebkicara berkala.
Pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank adaladlakan penilaian atas
kesehatan usaha debitur.

PT. BPR Mitra Arta Mulia tidak melakukan pemisahfagas antara
bagian kredit dengan bagian penagihan kredit. Bagradit mempunyai tugas
ganda yaitu pemantauan keadaan usaha debitur essa@agipan kredit. Sehingga
bagian kredit mempunyai tugas penagihan kreditpmEnantauan usaha debitur.
Hal ini tidak sesuai dengan aktivitas pengendaliang ditetapkan oleh SPAP

tentang adanya pemisahan tugas yang memadai.



Sehubungan dengan latar belakang masalah di atees penulis mencoba
untuk mengadakan penelitian yang berjudul :ANALISIS STRUKTUR
PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR

MITRA ARTA MULIA BENGKALIS".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukadkatas maka, yang
menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : Apakauktur pengendalian
intern atas pemberian kredit pada PT. BPR Mitraa Avtulia Bengkalis telah

diterapkan secara efektif?.

C. Tujuan Pendlitian Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Untuk mengetahui apakah struktur pengendaliannragas pemberian kredit
pada PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis telah blenesecara efektif.

b. Untuk mengetahui dan menilai struktur pengendaiiern yang dilakukan
oleh PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis dalam haili ipada sistem
pemberian kredit.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berik
a. Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penultandgerstruktur

pengendalian intern yang baik terhadap pemberieditiqpada suatu bank.



b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi PT. BRRaMrta Mulia
Bengkalis dalam menciptakan struktur pengendahitarn yang baik terhadap
pemberian kredit yang diterapkan secara efektif

c. Dapat dijadikan referensi bagi penulis yang lainggakan meneliti hal yang

sama dimasa yang akan datang.

D. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan penuliandgoenyusunan
penulisan ini adalah:
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank PerkaiadRakyat Mitra Arta
Mulia Bengkalis
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ialedd
a. Data Primer yaitu berupa data yang diperoleh lamgsdari perusahaan
berupa: sejarah singkat perusahaan, serta pemelagagenai prosedur
pemberian kredit dan kegiatan perusahaan
b. Data Sekunder yaitu data yang telah siap diolahrartin: berupa Neraca,
laporan Laba Rugi, Struktur Organisasi, Alur Sigtiemberian Kredit.
3. Metode Pengumpulan Data
a) Wawancarai(terview), yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung

dengan pihak terkait.



b) Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-datasgkaan yang
mencakup Neraca, laporan Laba Rugi, Struktur Osgani Alur Sistim
pemberian Kredit dan lain-lain.
4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode
deskriptif, dimana data yang diperoleh dari pahasn disusun sedemikian rupa
sehingga dapat dibandingkan dengan teori-teori yatgyan untuk kemudian

diambil suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan
Sebagai gambaran umum dari pada sistematika penulis adalah

sebagai berikut.

Bab| : Bab ini mengauraikan latar belakang peranusasalah, tujuan dan
manfaat penulisan serta sistematika penulisan

Bab Il : Bab ini merupakan landasan teori-teori gydardiri dari teori yang
dikutip dari buku untuk mendukung penulisan skripsi

Bab Ill : Bab ini berisikan tentang sejarah singkpérusahaan struktur
organisasi dan kegiatan usaha tempat penelitian

Bab IV : Bab ini megemukakan tentang hasil peraglityang dilakukan pada
perusahaan yang meliputi analisis struktur pendemdantern atas
pemberian kredit pada PT. BPR Mitra Arta Mulia Bleaigs penyebab
kredit bermasalah dan penyelesain masalah.

BabV : Bab ini merupakan penutup berisikan kesiapudan hasil

pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab satgum
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LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian penting dilakukan untuk meningkatkayakinan bagi
manajemen bahwa kegiatan dilakukan telah sesuajaderencana yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Pengendalian intern adalah suatu proses yang ghpaém oleh dewan
komisaris, manajemen, danpersonil suatu usahaaaipgng dirancang untuk
mendapat keyakinan memadai tentang pencapaiamtdaiam hal-hal berikut:
kendalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengangdnddang, dan peraturan
yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasis(p:2001,252)

Menurut Tunggal (2001:24) Pengendalian internadaliatu proses yang
dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dasopdrlain dari suatu entitas
yang didisain untuk memberikan keyakinan memadatatey pencapaian
golongan tujuan berikut ini:

1. Efektifitas dari efisiensi operasi
2. Keandalan pelaporan keungan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Definisi di atas mempunyai ruang lingkup yang sarlgas, tidak saja
mencakup kegiatan akuntansi dan keunagan, tetgpi gangat meluas sampai
pada setiap aspek operasi perusahaan. Pengertigenglian intern dalam arti
sempit diartikan sama dengan“Internal Check” yaitu : suatu sistem dan
prosedur yang secara otomatis dapat saling mesagrdalam arti bahwa data
akuntansi yang dihasilkan oleh suatu bagian atagsiusecara otomatis dapat
diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam soaganisasi/satuan usaha.

Jadi Internal Checkdalam perusahaan sangat diperlukan guna untuk

mencapai keakuratan data yang dihasilkan jugakumtengetahui bagaimana

kegitan perusahaan itu telah sesuai dengan yaegodinakan.

10
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Menurut Mulyadi (2002:180) pengertian pengendaliatern adalah
sebagai berikut:
1. Pengendalian intern merupakan proses
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang
3. Pengendalian intern diharapkan mampu memberi kegakimemadai,
bukan keyainan mutlak manajemen dan dewan komisatitss
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujusmng saling
berkaitan: pelaporan keungan, kepatuhan dan operasi
Dari definisi pengendalian intern tersebut terddpeierapa konsep dasar
berikut:
1. Pengendalian intern merupakan suatu proses
Pengendalian intern merupakan suatu proses untuRcape tujuan
tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu eaagktindakan dan
menjadi instruktur entitas.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang
Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedorkebijakan dan
formulir, namun dijalankan oleh orang dari seti@apjgng organiasasi.
3. Pengendalian intern dapat diharapakan mampu mekabekeyakinan
memadai bagi manajemen
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujaxang saling
berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan dansipera
Selanjutnya pengertian dari pengendalian intern nung Agoes
(2000:57):
Pengendalian intern adalah kebijakan dan proseahy ditetapkan untuk

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuarasaisaha yang

spesifik akan tercapai.
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Pada umumnya pengendalian intern terdapat dalanussearusahaan
pelaksanaan harus diterapkan dengan baik, diawasi disesuaikan dengan
kemajuan dan keadaan bank pada saat itu dan marupaikcana dari perusahaan
bersangkutan.

Baik atau buruknya struktur pengendalian intermgaf berpengaruh
terhadap kelangsungan bank. Sesuai dengan kemdijumga usaha pengendalian
intern dalam arti sempit secara beransur-ansurirnefgembang menjadi luas.

Struktur pengendalian intern adalah segala tindakarg harus diambil
dalam perusahaan untuk mengatur dan mengarahkaivitaakaktivitas
perusahaan yang terdiri dari kebijakan dan prosguasedur yang ditetapkan
untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan temtenperusahaan.
(Bodnar,2000:8)

Struktur pengendalian intern adalah prosedur vyaitgtagpkan untuk
memberikan keyakinan (assurance) yang memadai baljuan tertentu suatu
usaha akan tercapai.( Halim, 2001: 189)

Mulyadi (2001:183) memberikan definisi pengeratalintern dalam arti
yang lebih luas sama halnya dengan pendapat-pendaphelumnya
mengemukakan bahwa:

Struktur pengendalian intern meliputi struktur ongasi, metode dan

ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kaka organisasi

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntaremdarong efisiensi

dan mendorong dipatuhinya kebijakan menajemen
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Adapun tujuan pengendalian intern untuk: (Muly20@1,169)

1. Menjaga kekayaan organisai

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

3. Mendorong efisiensi

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut tujuannya, struktur pengendalian interradibmenjadi dua:

1. Pengendalian intern akuntansi, yang merupakan tatpai struktur
pengendalian intern, meliputi strukutur organigsasietode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untukenjaga
kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian damdidan data
akuntansi

2. Pengendalian intern administratif, meliputi strukbuganisasi, metode
dan ukuran-ukuran yang terkoordinasi terutama unnéndorong
efisiensi dan dipatuhinya manajemen.

Dapat kita lihat bahwa prosedur pengendalian rinterembutuhkan
penetapan tanggung jawab untuk tugas atau funggsfutertentu, karena
tanggung jawab itu harus dibebankan secara jel&s Semua karyawan
perusaahan telah memiliki pemahaman yang jelas tateggung jawab maka
mereka cenderung bekerja lebih keras untuk mengkadatanggung jawab
tersebut.

Untuk lebih jelasnya menurut uraian di atas munds&rpendapat bahwa
konsep struktur pengendalian intern didasarkara pad jenis yaitu:

1. Tanggung jawab manajemen
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2. Jaminan yang memadai

Hapsoro (2003:112) mengemukakan bahwa pegertiaruktst
pengendalian intern secara luas dapat pula dibagjadi dua bagaian yaitu:

1. Sistem pengawasan akuntangitd€rnal acccounting contrdl yaitu
meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranraku yang
dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaararosgsi dan
menjamin ketelitian dan dapat dipercaya tidaknyangdnsi.

2. Sistem pengawasan administratifint¢rnal administative contrl
yaitu meliputi struktur organisasi, metode dan akdukuran yang
dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiel#si dipatuhinya
kebijakan menajemen.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pengendaliaarmtidak hanya untuk
kepentingan pihak intern tetapi juga untuk kepegampihak ekstern perusahaan.
Pengendalian intern juga tidak hanya mencakup peajafisik harta saja tetapi
juga terhadap catatan-catatan akuntansi yang adapeaggunaan bukti-bukti

transaksi.

Untuk mendapatkan struktur pengendalian interrg\zaik sesuai dengan
tujaun-tujuan seperti yang telah disebutkan di gerdu dikaji dengan seksama
oleh manajemen dengan membandingkan biaya-biayg gé®luarkan untuk
membentuk struktur pengendalian intern tersebugaemanfaat yang dihasilkan.

Struktur pengendalian intern dalam bank dimaksodkantuk
menghilangkan kemungkinan terjadinya kecurangan mEnyelewengan, maka
dengan adanya suatu struktur pengendalian interg yeemadai diharapkan dapat
menekan terjadinya kecurangan dan penyelewengaamdalatas-batas yang
layak, dan kalaupun terjadi kecurangan dan penyigan dapat segera diketahui

dan diatasi.
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Setiap transaksi yang telah terotorisasi pada dbrrngang bersangkutan
oleh karyawan yang berwewenang merupakan bentuk dizdumen yang
memadai. Dengan adanya dokumen yang memadai p&rcapun harus
dilakukan dengan segera agar kehandalan dari ia&ryang dihasilkan dapat
dipercaya.

Suatu sistem pengendalian intern yang baik hamasrit dari unsur-unsur
berikut ini: (Mulyadi, 2001:84)

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jaxaaly fungsional

secara tegas.

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang mi&arber

p_erlindungan yang cukup terhadap kekayaan, uanugjapatan dan

C. E’I%B:(atlek-prlakte'k yang sehat dalam melaksanakan tug@si setiap

unit organisasi

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Struktur organisasi haruslah fleksibel dalam hauimuk memungkinkan
adanya penyesuaian-penyesuain jika ada perbaikéa gerubahan-perubahan
tanpa harus mengandalkan perubahan fungsi dangmedami pengendaian intern
semakin penting karena mengingat berbagai kelemakarusia yang ada dan
kemungkinan-kemungkinan adanya orang-orang yangshba menciptakan cara-
cara untuk melakukan kecurangan pada pimpinan.

Dengan demikian tanpa adanya pengendalian intekanfungsi-fungsi
tiap-tiap bagian di dalam perusahaan menjadi tjdls dan sulit mengadakan

pengendalian atas jalanya opersional peusahaanadnemjudah dicuri dan

diselewengkan, sehingga akhirnya perusahaan akademt kerugian.
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B. Elemen-elemen Struktur Pengendalian Intern

Strukur pengendalian intern menurut 1Al (SPAP: 26Q9.5) terdiri dari
lima unsur atau elemen yaitu: 1) lingkungan pengkad, 2) penaksiran resiko,
3) aktifitas pengendalian, 4) informasi dan komasik 5) pemantauan

(monitoring.

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menunjukkan pengaruh gayudgri beberapa
faktor dalam menentukan, memperkuat atau mempehlesfektifitas kebijakan
dan prosedur-prosedur tertentu sebagai gambaran timtdakan, kebijakan dan
prosedur yang mencerminkan seluruh manajemen pudoaktur dan komisaris,
dan pemilik suatu usaha mengenai pentingnya swstgemdalian.

Menurut Jusuf (2003:261) Lingkungan pengendakaditi dari:

a. Integritas dan nilai-nilai etika
Meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkanu ataenguragi
insentif dan godaan yang menyebabkan karyawambdekKitidak jujur,
melanggar hukum atau tidak bersifat etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi
Meliputi perkembangan manajemen terhadap tingkabhpetensi dari
pekerja tertentu dan bagaimana tindakan tersebnojaghieketerampilan
dan pengetehuan yang disyaratkan.

c. Falsafah Manajemen dan gaya operasi
Meliputi sikap dari manajemen terhadap pengendgemisahaan agar
terciptanya lingkungan yang lebih baik

d. Struktur Organisasi
Merupakan satuan usaha untuk membatasi garis taggguvab dan
wewenang yang ada.

e. Dewan Komisaris dan komite audit
Merupakan independen dari manajemen dan anggotptamya aktif
dan menilai aktivitas manajemen.

f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
meliputi pengendalian terhadap pelimpahan wewersapgrti : memo
dari manajemen

g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian.
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Merupakan aspek terpenting dari semuanya, jikavpaigkompeten dan
dipercaya maka pengendalian lain boleh tidak addajsoran keuangan
yang andal akan dihasilkan.

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk @&eRamponen

pengendalian intern yang lain, menyediakan disiptian struktur yang

menetapkan tanggung jawab dari orang-orang yandipdeusahaan tersebut.

b. Penetapan Resiko

Penetapan resiko adalah langkah yang diambil reare untuk
menghadapi resiko yang terjadi pada setiap tindakamsahaan. Penetapan resiko
menajemen meliputi identifikasi, analisa manajereradap resiko yang relevan
dengan penyusuanan laporan keuangan yang wajamaisdsungan prinsip
akuntansi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (SP2B01 : 319.8) resiko
timbul atau berubah kerena keadaan sebagai berikut:
Perubahan dalam lingkungan operasi
Personal baru
Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
Tegnologi baru
Lini produk
Rektrukturisasi korporasi

Operasai luar negeri
Standar akuntansi baru

S@mP a0 Ty

c. Sistem Infomas dan Komunikasi Akuntans

Kualitas akuntansi yang dihasilkan dari sistem &&osi berdampak
terhadap kemampuan manajemen untuk membuat kepusesaestinya dalam
mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan ré&poyang handal.
Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahamaantgperan dan tanggung

jawab individual dengan pengendalian intern tealpddporan keuangan.
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Jusuf (2003:263) mengemukakan pendapatnya temtorghasi akuntansi
sebagai berikut:

Kegunaan sistem akuntansi suatu satuan wusaha adatabk

mengidentifiksaikan, menggabungkan, mengklasifkasi menganalisa,

mencatat dan melaporkan transaksi suatu satuanaudah untuk

mengelola akuntabilitas atas aktiva terkait.

Jadi sistem akuntasi sangatlah perlu untuk mekgmjpelaporan keuangan
yang memadai dan akurat sesuai dengan yang digetagikh pihak manajemen

dan untuk kemajuan perusahaan.

d. Aktivitas (Prosedur) Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosesklain dari empat
komponen yang lain yang dibuat menejemen untuk mahmdujuannya. Banyak
sekali kebijakan dan prosedur dalam suatu satustmusntuk mengartur aktivitas
perusahaan agar tercipta pengendalian yang baik.

Menurut lkatan Akuntan Indonesia dalam SPAP (2B04.9) aktivitas
pengendalian adalah:

Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengaundit dapat

digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yarkphian dengan:

a. Revew terhadap kinerja

b. Pengolahan informasi

c. Pengendalian fisik

d. Pemisahan tugas

Sedangkan menurut Jusuf(2003:263) aktivitas petegan dapat dibagi
menjadi lima katagori:

a. Pemisahan tugas yang cukup
1. Pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi
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2. Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang akieag
bersangkutan
3. Pemisahan tanggug jawab operasional dari tanggwgabja
pembukuan
4. Pemisahan tugas dalam PDE ( pemrosesan data EigKtro
b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas
Setiap transaksi harus diotorisasi dengan pamiasl kngin pengendalian
memuaskan. Kalau tiap orang dalam organiasai dapatperoleh atau
menggunakan aktiva sekehendak hati, kekacauantekadi.
c. Dokumen dan catatan yang memadai
Dokumen berfungsi sebagai pengantar informasi kadel bagian
organisasi, klien dan antara organisasi yang bearbBadkumen harus
memedai untuk memberikan keyakinan yang memadaivdadeluruh
aktiva dikendalalikan dengan pantas dan selurutsalesi dicatat dengan
benar. Dokumen dan catatan sebaiknya:
1. Berseri darprenumbered
2. Dibuat pada saat transaksi terjadi
3. Dapat dimengerti
4. Multi guna
5. Penyajian yang benar
d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
Jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan akiéwacatatan yang
paling utama adalah penggunaan tindakan pencegabeara fisik.
Seperti melindungi fasilitas komputer.
e. Pengecekan indefenden atas pelaksanaan
Meliputi penelaahan yang hati-hati dan berkesinargho atas prosedur-
prosedur yang ditetapkan.

Jadi aktivitas pengendalian tersebut dapat membaeimastikan bahwa
tindakan yang diperlukan untuk menaggulangi resiektam pencapaian tujuan

entitas dan mempunyai berbagai tujuan dan diteragiéam fungsi organisasi.

e. Pemantauan (monitoring)

Aktivitas pemantauan mencakup penggunaan informasi komunikasi
dengan pihak luar serta keluhan pelanggan dan kameiari badan pengatur
yang dapat memberikan petunjuk tentang masalahndpideang memerlukan

perbaikan
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Menurut lkatan Akuntan Indonesia (SPAP 2001: 31p.pemantauan
diartikan sebagai berikut:

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas peatigendntern

sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuaim dizsa operasi

pengendalian dan pengendalian operasi tepat waditu pngambilan
tindakan koreksi.

Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaiehkt#itas rancangan dan
opersi struktur pengendalian intern secara periathk terus menerus oleh
manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakagah semestinya dan telah
diperbaiki sesuai dengan keadaan.

Menurut Jusuf (2003:269) informasi untuk penilagem perbaikan dapat
berasal dari berbagai sumber meliputi:

a. Fungsi Audit Intern
Fungsi audit intern dibuat dalam suatu satuan usattak memantau

efektifitas kebijakan dan prosedur lain yang bedai dengan
pengendalian

b. Ukuran usaha dan struktur pengendalian

Ukuran usaha mempunyai dampak yang sangat signifdkepada sifat

struktur pengendalian intern dan pengendalian fisik

Manajemen harus selalu memantau pengendalian untuk
mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut dreropebagaimana yang
diharapkan.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa strukkemgendalian intern yang
baik tidak hanya dilakukan oleh satu pihak sajaam&hn pihak intern seperti

dimulai dari lingkungan perusahaan sampai pada p&man terhadap luar

perusahaan.
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C. Pengertian dan Tujuan Bank
Pengertian bank Menurut IAl (Ikatan Akuntan Indaagslalam Standar
Akuntansi Keuangan (2004:31.3) mengungkapkan seébagéut:
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dayanakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyattakam bentuk
kredit dan/atau lainnya dalam rangka meningkatkamaft hidup
masyarakat.
Undang-undang Perbankan Republik Indonesia Noahui 1992 yang
telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tah@9®81 Pasal 1,
mendefinisikan sebagai berikut:
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dayanakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyattakam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangleaingkatkan taraf

hidup rakyat banyak.

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang saglakan berbagai
jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan omeatg, bertindak
sebagai tempat penyimpan benda-benda berharga, iaya@nperusahaan-

perusahaan, dan lain-lain. (Dendrawijayal,2001:3)

Menurut undang-undang No0.10/1998, yang merupakarygoepurnaan
dari: UU No0.7/1967 pasal 1 ayat 4, tentang perbarykeng mendefenisikan Bank

Perkreditan Rakyat sebagai berikut: (Jusuf, 20@®5:26
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Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanké&giatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip &yay@ang dalam
kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lipesbayaran.

Artinya disini kegiatan Bank Perkreditan Rakyathjdebih sempit jika

dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Adapurshatbatasan dari Bank

Perkreditan Rakyat antara lain: ( Suyatno, 2003 : 3

1.

2.

5.

Menerima tabungan/simpanan, penabung dan penyinmgans diberi

buku tabungan/simpanan

Menerima simpanan dalam bentuk deposito dengarkgangktu paling

lama 3 bulan

Tidak dipekenankan ikut dalam lalu lintas giro, e Bank Perkreditan
Rakyat merupakan bank yang tidak menciptakan uBagam hal ini,

bank yang bersangkutan tidak dapat atau dilarangkumengeluarkan
kwitansi yang berfungsi sebagi cek.

Menerima dan memberikan kredit kepada pedaganggpedadi pasar
atau penduduk desa. Dalam membrikan kredit tersditetapan antara
lain hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa jamikapada
siapa pun

b. Di dalam perjanjian kredit dan pengikatan jaminamjak
diperkenankan adanya klausal yang menerapkan bapahila
debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka babangng
jaminan dengan sendirinya terjual kepada bank.

c. Tidak menetapkan suku bunga hendaknya berpedompad&e
suku bunga yang berlaku, sedangkan untuk biaya rasinaisi,
provisi dan lain-lain tidak melebihi 2,5% dan diguh hanya
sekali saja pada saat pemberian kredit.

d. Tidak diperkenankan menetapkan jangka waktu cickaedit
kurang dari satu minggu ( walaupun jangka waktuikreersebut
mungkin lebih dari sebulan). Sesungguhnya demikepabila
debitur sendiri, karena kebutuhan usahanya inginakukan
cicilan secara harian, maka bank dapat memberikserpatan
tersebut kepada debitur bersangkutan.

Tidak diperkenankan melakukan praktek penggadaian.
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Menurut Kasmir (2008:21) antara bank umum dan lparkreditan rakyat

mempunyai perbedaan. Adapun perbedaan tersebahasidagai berikut:

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatahausecara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah ydalgm kegiatannya

memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yangkealakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan pegaimah yang dalam
kegiatnya tidak menerbitkan jasa dalam lalu lintesnbayaran. Kasmir
(2008:22)

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih semk& dibandingkan

dengan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kagipenghimpunan dana

dan penyaluran dana saja, bahkan dalam penghimplamenBPR dilarang untuk

menerima simpanan giro, begitu juga dalam jangkawdayah operasi BPR

hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja.

Adapun tujuan utama dari Bank Perkreditan Rakgatad: (Irmayanto,

2000:56)

1.

2.

Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayamahapkan bagi
masyarakat pedesaan

Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi padesehingga
terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepasgu

Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pembgaag mudah dan
sederhana mungkin sebab yang dilayani adalah anaargy yang relatif
rendah pendidikannya.

Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat, iledemaikian

Bank Perkreditan Rakyat dituntut memobilisasi modatuk keperluan
pembangunan dan turut mendidik rakyat untuk berhe&faa menabung,
dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan hmud&uk

menyimpan uang bagi penabung.
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D. Pengertian dan Fungs Kredit
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (SAK 2004:31.4nyetakan bahwa:
Kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yang dalga¢rsamakan
dengan itu berdasarkan Ipersetujuan atau kesepagatmm-meminjam
antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peanmnpntuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jurblanga, imbalan
atau bagi hasil keuntungan. Hal ini yang termasutard rangka
pembiayaan bersama, kredit yang restrukturisai, peambelian surat
berharga nasabah yang dilengkapi dengaie purchase agreemeiNPA)
Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan pemmbekdau
penggadaian suatu pinjaman pembayaran akan dilakuktangguhkan pada
suatu jangka waktu yang sudah disepakati. ( Muly@061 : 9)
Menurut Suyatno (2003:50), memberikan pengertradik adalah sebagai
berikut:
Kredit adalah penyedian uang atau jaminan yang tddipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepajBi@m-meminjam
antara bank dengan pihak lain, pihak peminjam pemirberkewajiban
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktunertdengan jumlah
bunga yang ditetapkan.
Sebenarnya pemberian suatu fasilitas kredit meggdangsi atau tujuan
yang tidak terlepas dari tujuan utama didirikanmpgrusahaan atau bank yakni:
1. Mencari keuntungan, vyaitu bertujuan untuk mempéroleasil dari
pemberian kredit tersebut yakni dalam bentuk bwayey diterima oleh
pihak bank sebagai balas jasa dan biaya adminiskigslit yang

dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini pentituk kkelangsungan

bank.
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2. Membantu usaha nasabah, tujuan lain adalah untukbergu usaha
nasabah yang membutuhkan dana, baik dana invesiagiun dana untuk
modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debituatdagemperluas dan
mengembangkan usahanya.

3. Membantu pemerintah, dengan semakin banyak kreaf ydiberikan

kepada nasabah maka akan semakin baik, karena isebaalyak kredit

yang disalurkan berarti adanya peningkatan pemlergdalam berbagai
sektor.

Adapun fungsi kredit menurut Suyatno (2003:52) aldlaebagai berikut :

Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya gang

Ktedit pada hakekatnya dapat meningkatkan peraddaa lalu lintas

lii?(;]((‘;l]it dapat meningkatkan daya guna uang dan peredearang.

Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Kredit dapat juga meningkatkan kegairahan usaha

Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungasrmatsional

N =

No kW

Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah upeikenuhan jasa
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dalamkaramgendorong dan
memperlancar kegiatan perdagangan, produksi dargaa serta konsumsi yang

semuanya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

E. Prosedur Dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penialian kredit oleh dparbankan tidak jauh
berbeda yang menjadi perbedaan mungkin hanya dkerléari prosedur dan
persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbanganngaemsing. Prosedur

pemberian kredit secara umum dapat dibedakan aptajaman perseorangan
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dengan badan usaha atau badan hukum. Kemudian pidpadlitinjau dari segi
tujuan penggunaan apakah digunakan sebagi modaldtau bersifat komsumitif.
Adapun prosedur dalam pemberian kredit secara umamilki tahapan-
tahapan sebagai berikut:
1. Tahapan prakarsa dan analisa permohonan kredit
Tahapan ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kgeatig meliputi beberapa
kegiatan berikut:
a. Permohonan kredit
Kegiatan pada tahap ini adalah penerimaan permoh&redit dari
nasabah, baik untuk permohonan kredit baru, pempgan kredit,
perubahan jumlah kredit, perubahan syarat kredistrukturisasi
penyelesaian kredit. Permohonan kredit dilakukanarse tertulis
dengan menggunakan format yang telah ditentukdnbaak.
b. Kegiatan analisis dan evaluasi kredit.
Analisis kredit dilakukan oleh pejabat bank melipnalisis 5C yang
terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatifnalisis kuantitatif
dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usahangale
mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, gkogsaha,
karakter pemohon, latar belakang dan kualitas reamejnya. Analisis
kuantitatif ~ dilakukan dengan cara menganalisis diginkeungan
pemohon untuk mengetahui usulan kredit yang dajatirda atau

ditolak.
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c. Perhitungan kebutuhan kredit
Perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk meeigi secara
pasti kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemphal ini
dilakukan agar tidak terjadi kelebihan kredit yar@mpggunaanya diluar
usaha atau terjadi kekurangan kredit sehingga usddiaberjalan.

d. Pembagian resiko kredit
Dalam mengurangi resiko kredit yang harus ditanggubank
membagi resiko tersebut dengan perusahaan asuyaitsi, dengan
melakukan asuransi kredit, asuransi kerugian atswraasi jiwa
debitur.

e. Negosiasi kredit
Setelah kegiatan diatas, langkah berikutnya adalahguji kekuatan,
kelemahan dan identifikasi resiko yang merupakasinkeulan dari
seluruh analisa kredit. Kesimpulan tersebut haresaakup sebagai
berikut: kesimpulan bahwa usaha debitur yang akaiaydhi
mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjantimtifikasi
resiko-resiko yang akan mengancam kelangsunganaugamohon
atau merupakan titik kritis dari usaha yang akahiagai, serta
melakukan antisipasi terhadap resiko-resiko tetsgang dituangkan
dalam syarat dan ketentuan kredit.
Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan selaygutdilakukan

negosisasi dengan calon nasababh.
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2. Tahapan Pemberian Rekomendasi Kredit
Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat rekombirlasidit berdasarkan
analisa/evaluasi yang dibuat oleh pemrakarsa krgdifabat rekomendasi
dapat meminta kelengkapan data dan analisis analisiri pejanbat
pemrakarsa kredit. Disamping itu juga pejabat meddasi dapat langsung
melakukan kunjungan kelapangan untuk meyakinka@a/kigterangan yang
telah disajikan.

3. Tahapan pemberian keputusan
Pemberian putusan hanya bisa dilakukan oleh pejadaiutus kredit atau
komite kredit yang diberikan kewenagan oleh dewaekdi bank. Sebelum
memberikan putusan kredit pejabat pemutus krediishanemeriksa dan
meneliti kelengkapan paket kredit.

4. Tahapan persetujuan pencairan kredit
Pencairan kredit dapat dilakukan setelah instrukgncairan kredit
ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang. Adapyarat untuk
menerbitkan instruksi pencarian kredit adalah speaicairan kredit dan surat
perjanjian yang telah ditandatangani secara sah plidak-pihak yang
bersangkutan, dokumen yang telah ditetapkan dalaioisgn kredit lengkap
dan diperiksa keabsahanya dan telah memberikamghengan bagi bank
serta semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pemlb@edit telah dilunasi

oleh pemohon.
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F. Kebijakan Kredit

Sebagai lembaga kredit, bank harus dapat menentpkédicy atau

kebijakan umum yang harus ditempuhnya. Pimpinark lbemus dapat melayani

dengan sungguh-sungguh, melihat kondisi perekonoaaa perdangangan yang

merupakan landasan bagi usahanya.

Menurut Mulyono (2001:20) bahwa dalam menetapkahij&esanaan

perkreditan harus memperhatikan tiga azas pokak):ya

1. AzaslLikuiditas yaitu azas yang mengharuskan bank untuk tetaptdap
menjaga tingkat likuiditasnya, karena salah suankbyang tidak likuit
maka berakibat hilangnya kepercayaan para nasadattay masyarakat
luas.

2. Azas Solfabilitas usaha pokok perbankan adalah menerima simpanan

dana dari masyarakat dan disalurkan melalui kreBi#nk haruslah
berhati-hati mengatur penanaman dana tersebut, pada bidang
perkreditan, surat berharga maupun bidang lainya.

3. Azas Rentabilitas seperti halnya pada setiap usaha akan selalu

megharapkan untuk mendapatkan laba. Laba yang dikanoleh dari
perkreditan berupa selisih antara biaya dana depgadapatan bunga
yang diterima dari debitur.

Sedangkan menurut Sinunggunan (2000:20), pada ugaundalam

menentukan kebijakan perkreditan terdapat bebéiadar penting yang harus

tetapkan vyaitu:

1.

2.

Bagaimana keadaan keuangan bank saat itu.
Pengalaman bank itu dalam beberapa tahun dalamepégan
keadaan perekonomian

kemapuan dan pengalaman bank tersebut.

Bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank/éng sejenis.
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Kebijakan kredit dimaksudkan sebagai penyusunamnsgy komponen
yang mengatur prihal perkreditan bank baik prosegiumlah kredit maupun
jangka waktu dan tingkat bunga kredit yang disugam dijadikan pedoman bank
melaksanakan penyaluran kredit kepada debitur.
Kebijakan kredit yang komprehensif terdiri dariaigagian yaitu: (Sutojo,
2007:70)
1. Kebijakan umum
2. prosedur pemberian dan pengawasan kredit
3. pedoman khusus dalam menangani jenis kredit tertent

1. Kebijakan umum
Kebijakan umum kredit menyangkut sasaran yang irgdjcapai, strategi
pokok penyaluran kredit, daerah pemasaran, standar kredit dan jaminan
yang dikehendaki serta batas wewenang persetujpeamierian kredit

2. Prosedur pemberian dan pengawasan kredit
Prosedur pemberian dan pengawasan merupakan labijgkng harus
dipenuhi oleh bank dan calon debitur. Secara dpa$ar prosedur pemberian
kredit menyangkut tiga hal yaitu: standar dokumsnkaedit, perlindungan
melalui program asuransi, dan pengawasan kredit

3. pedoman khusus penanganan kredit
Kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi khusums tdpan tiap sektor

ekonomi, karena tiap sektor ekonomi mempunyai kgindjuan yang sama.
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G. Pengawasan Kredit
Pengawasan kredit merupakan proses penilaian deranpauan kredit
sejak analisis agar dapat berjalan sesuai dengaana kredit. Pengawasan kredit
dapat dibedakan menjadi: (Abdullah, 2000:88)
1. Preventif Control
Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan sebghemcairan kredit
dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan terjadnyipgangan
pengguaan kredit.
2. Represif Control
Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan setpkicairan dan saat
penggunaan dengan tujuan untuk mengatasi setigjngesngan yang terjadi
Menurut Sutojo (2007:77) untuk menghindari kasusdkr bermasalah
bank harus melakukan pengawasan kredit, antarssémara periodik mengaudit
perkembangan usaha debitur dan kondisi keuangardeéitur.
Dengan melakukan pengawasan kredit secara perpddk bank akan
mampu mendeteksi apabila muncul tanda-tanda demi@mengalami kesulitan

usaha baik kondisi keuangan ataupun masalah l&ak sdini bank dapat

mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelaaratiebitur tersebut.

H. Struktur Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian kredit adalah salah satu fungsi rearej dalam usahanya
untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengeloldayaen dalam bentuk
perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna mewg#r terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendororajutipya kebijakan-
kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan sertagusahakan penyusunan
administrasi perkreditan yang benar. ( Mulyono,2004 )

Sedangkan menurut Hasibuan (2001:105) pengendatfisein kredit

adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang kidimetetap lancar, produktif
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dan tidak macet. Lancar produktif artinya kerditdapat ditarik kembali bersama
bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah gliskadua belah pihak.

Pengendalian kredit merupakan proses menentukagakan, pemberian
kredit terhadap calon nasabah yang mengajukan pemao kredit, merupakan
pengendalian prefentif yang dilakukan untuk menjakelancaran pembayaran
kembali kepada nasabah. Kesalahan atau kebocotam damaelakukan analisis
kredit berkemungkinan besar akan menimbulkan pepsimgan atau
penyalahguanan kredit yang akan merugikan bank.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan perkreditanraesehat telah dikenal
adanya prinsip 6C yang meliputi: (Rinjin, 2000: 1111t)

1. Character
Pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan mpamglasari suatu
kepercayaan vyaitu adanya keyakinan pihak pembeeditkrbahwa
sipeminjam mempunyai moral, watak atau sifat-giiabadi yang positif
dan mempunyai rasa tanggung jawab yang baik

2. capasity
yaitu penilaian kepada calon debitur mengenai kepuam melunasi
kewajiaban dari kegiatan usaha yang dilakukanngail&an ini dilihat
sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehmgabiet akan mampu
untuk melunasi tepat waktu sesuai dengan perjadparkesepakatan.

3. capital
yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oletalon debitur.
Kemampuan modal sendiri akan menjadi pertimbangagi Ipihak
pemberi kredit. Besar kecilnya kapital ini dapatihdit dari laporan
keuangan perusahaan

4. colleteral
yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan olehirgem sebagai
jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaatnyabagai alat
pengamanan apabila usaha yang dibiayainya dengailit kersebut gagal
atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampunas kreditnya dari
usaha yang normal

5. condition of economy
yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonorbiydaya dan lain-lain,
yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada swtu y@ng
mempengaruhi kelancaran usaha dan perusahaan yanperoleh kredit.
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6. contraint

yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan igakgriemungkinkan

seseorang melakukan bisnis disuatu tempat.

Sedangkan menurut Djumhana (2000:394), dalamkuieda kegiatan-
kegiatan perkreditan secara sehat dalam rangkasiandan penelitian dalam
mendapatkan keyakinan bahwa debiturnya mempunyasifikasi bankable
meliputi 5C, 4P dan 3R

Character (sifat-sifat si calon debitur seperti kejujurangritaku dan
ketaatanya), guna mendapatkan data-data mengenraitda@ debitur tersebut
maka bank dapat melakukannya dengan cara menguampuiiformasi dari
referensi bank lainya&Capital (permodalan), hal yang menjadi perhatian dari segi
permodalan ini yaitu tentang besar dan strukturahtatmasuk kinerja hasil dari
modal itu sendiri dari perusahaan apabila debimmgrupakan perusahaan, dan
dari segi pendapatannya apabila debiturnya meruapgaoranganCapacity
(kemampuan), perhatian yang diberikan terhadap k®guan debitur yaitu
menyangkut kepemimpinandan kinerjanya dalam peaasah Colleteral
(agunan), yaitu kemampuan si calon debitur membaeragunan yang baik serta
memeiliki nilai baik secara hukum maupun secaraneko. Conditional of
economiy(kondisi perekonomian), yaitu segi kondisi yanggsd cepat berubah,
adapun yang menjadi perhatian meliputi kebijakameyatah, politik, sosial
budaya dan segi lainya yang dapat mempengaruhidi@icnomi itu sendiri.

Personalityatau kepribadian debitur merupakan segi-segi yargektif
namun menjadi suatu yang penting dalam penentuarbgréan kredit, sehingga

dengan demikian perlu dikumpulkan data-data mengealan debitur tersebut.
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Purposeatau tujuan, yang menjadi sorotan dari segi iituyaenyangkut tujuan
penggunaan dari kredit tersebut apakah bersifatskontif atau produktif atau
dipakai untuk kegiatan yang bersifat atau mengugdersur spekulaitfProspect
atau masa depan dari kegiatan yang mendapatkanigemab kredit tersebut,
adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian mengeaispek tersebut
diantaranya yaitu bidang usaha, pengelolaan bidaaba, kebijakan pemerintah
dan sebagainyd?aymentatau cara pembayarannya, hal yang menjadi penhatia
untuk itu misalnya mengenai kelancaran aliran daash flow.

Returnatau balikan maksudnya yaitu hasil yang akan dicdgri kegiatan
yang mendapatkan pembiayaan tersebiRepayment atau perhitungan
pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkahiggaan atau krediRisk
bearingability yaitu perhitungan besar kecilnya kemampuan debdatam
menghadapi resiko yang tak terduga.

Dengan adanya pengendalian kredit yang memadaia makuan
pengendalian intern akan tercapai yaitu untuk meobgle keuntungan dari
pemberian kredit berupa bunga dan kredit yang iider terjamin
pengembaliannya

Kalau dilihat satu persatu dari masing-masinguijpengendalian kredit
sebetulnya mempunyai kaitan erat satu sama laiAglanya administrasi dan
perkreditan yang dilaksanakan secara teliti danabeskan mempermudah
menentukan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi

Pengendalian intern kredit penting, karena itu jikgadi kredit macet

berarti kerugian bagi pihak bank bersangkutan. R&kna itu penyaluran kredit



35

harus didasarkan pada prinsip kehatia-hatian daugahe sistem pengendalian

intern kredit yang baik dan benar.

I. Tujuan Pengendalian Intern Kredit

Tujuan dari pengendalian kredit adalah sebagaikieri(Mulyono,

2001:461)

1.

Agar penjagaan/pengawasan dalam pengelolaan kekaymak,
dibidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebikik buntuk
menghindarkan penyelewengan baik dari oknum-oknksteen maupun
intern bank.

Untuk memastikan ketelitian dan keberadaan datarasinasi dibidang
perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkregitag lebih baik.
Untuk memajukan efisiensi dari dalam pengelolaan tida laksana
usaha dibidang perkreditan dan mendorong tercapaiegcana yang
ada.

Untuk memajukan agar kebijakan yang telah ditetapeparti tersebut
di atas manual perkreditan surat-surat edaran dpatdlipatuhinya dan
dilaksanakan dengan baik

Menurtut Hasibuan (2001:105) tujuan pengendaliaterin kredit bagi

bank adalah untuk menjaga agar kredit yang disatutktap aman yaitu dengan

cara.

a.

b.

mengetahu apakah kredit yang disalurkan itu laatzar tidak

melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaiait kradet atau kredit
bermasalah

mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yhlagukan telah

baik atau masih perlu disempurnakan

. memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analigisditk dan

mengusakan agar kesalahan itu tidak berlanjut
mengetahui posisi persentase collectibility krgditg disalurkan bank

meningkatkan moral dan tanggung jawab analisisikred
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J. KualitasKredit
Agar pemberian kredit dapat terkontrol maka sebaiknbank
mengelompokkan kolektibilitas kreditnya untuk metapei lancar atau tidaknya
kredit yang disalurkan.
Menurut Peraturan Bl No. 7/2/PBI/2005 Pasal 12 &y&ualitas kredit
ditetapkan menjadi:
1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan, atau

5. Macet

Menurut Kasmir (2008:106) untuk menentukan berkasltidaknya suatu
kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu sepgrang ditetapkan BI,
menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut:

1. Lancar pas
Kriteria atau ukuran suatu kredit dikatakan laregzabila:
a. pembayaran ansuran pokok dan/atau bunga tepat veitu
b. pembayaran ansuran pokok dan/atau bunga tepat veitu
c. memiliki mutasi rekening yang aktif: atau
d. bagian yang dikredit yang dijamin dengan agunaait(ash collateral
2. Dalam Perhatian Khususgecial mention
Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian kisugpabila memenuhi

kriteria antara lain:
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o

terdapat tunggakan pembayaran ansuran pokok danfaitaga yang

belum melampaui 90 hari; atau

o

kadang-kadang terjadi cerukan; atau

(@]

. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yaperinjikan; atau

d. mutasi rekening relaif aktif; atau

e. didukung dengan pinjaman baru

. Kurang Lancargubtandaarjl

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memekuteria antara lain:

a. terdapat tunggakan pjembayaran ansuran pokok danfatinga yang
melampaui 90 hari; atau

b. sering terjadi cerukan; atau

c. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dipekjanjlebih dari 90 hari;
atau

d. frekuensi mutasi relatef rendah; atau

e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihad#yitiudeatau

f. dokumen pinjaman yang lemah

. Diragukan ¢oubtfu)

Dikatakan diragukan apabila memenubhi kriteria herédntara lain:

a. terdapat tunggakan pembayaran ansuran pokok darbatea yang telah
melampaui 180 hari; atau

b. terjadi cerukan yang bersifat permanent; atau

c. terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari; atau

d. terjadi kapitalisasi
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e. dokumen hokum yang lemah baik untuk perjanjian ikredaupun

pengikat jaminan
5. Macet (0s9

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuitela berikut antara lain

a. terdapat tunggakan pembayaran ansuran pokok darbatea yang telah
melampaui 270 hari; atau

b. kerugian operasional ditutup dengan perjanjian;baru

c. dari segi hokum dan kondisi pasar; jaminan tidagatladicairkan pada

nilai yang wajar

K. Penyelesaian Kredit M acet
Masalah kredit macet memang sudah biasa dalam ysakeeditan baik
itu perbankkan ataupun lembaga keuangan lainya.etiga suatu kredit
disebabkan oleh dua faktor:
1. Dari pihak perbankkan
Dalam hal ini pihak analisis kurang teliti baik alad mengecek kebenaran
dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakubdnityngan dengan
rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnjgali, tidak diprediksi
sebelumnya.
2. Dari Pihak Nasabah
Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah&adrenhal:
a. adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah mgnsargaja tidak

membayar kewajibannya kepada pihak bank.
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b. adanya unsur ketidak sengaja, artinya nasabah rkek@mauan untuk
membayar, akan tetapi tidak mampu dikarenakan ungah&erkena
musibah.

Guna menekan kerugian seminimal mungkin menuasinidr (2008:109),
diperlukan penanganan untuk kredit macet yang tefacara profesional
penanganan kredit macet, dapat ditempuh melal@rbph cara sebagai berikut:

1. Rechedulling

yaitu dengan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit.

Dalam hal ini nasabah diberi keringanan dalam raasgngka waktu
kredit, dengan memberikan perpanjangan jangka waltlit

b. Memperpanjang jangka waktu ansuran

Memperpanjang ansuran kredit hampir sama dengagkgamaktu
kredit, dalam hal ini jangka waktu ansuran kreditrgiperpanjang
pembayarannya, misalnya dari 32 kali pembayararjaded8 kali hal
ini tentu saja jumlah ansurannya akan mengecil.

2. Reconditioning

dengan cara mengubah berbagai persyaratan yarsgpeldi:

a. Kapasitas bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikéang pokok.
b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
c. Penurunan suku bunga.

d. Pembebasan bunga.
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3. Restructuring
yaitu dengan cara:
a. Menambah jumlah kredit
b. Menambah equity yaitu, dengan cara menyetor uangi tdan
tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi
merupakan kombinasi ketiga jenis metode yang diatassalnya
kombinasi antaraestrukturing denganreconditioningataurestructuring
dengarrechedulling
5. Penyitaan jaminan
Penyitaan merupakan jalan terakhir apabila nasabalah benar-benar
tidak beritikat baik atau sudah tidak mampu lagukrmembayar semua

utang-utangnya..

Sedangkan menurut Sinuggunan(2000:282), cara-eag ditempuh bank
adalah:
1. Keringanan-keringanan bunga dan ansuran.
2. Bantuan injeksi kredit.
3. Penghapusan kredit
Penyelesaian kredit bermasalah tidak bisa disémsanleh pihak bank
sendiri, tetapi harus melalui proses perundingatarannasabah dengan pihak
bank. Pihak bank seharusnya mencari jalan tengah tatpk ada pihak yang

dirugikan. Cara yang bisa dilakukan bisa denganbmgkan keringanan bunga



41

dan ansuran, bantuan injeksi kredit atau memberikatbahan modal apabila
usaha debitur mengalami masalah.

Untuk penyelesaian kredit bermasalah pada prinaipmp/mpinan
bertanggung jawab untuk mengusahakan penagihan paayelesaian kredit
macet tersebut dengan membentuk suatu tim yamgjieen untuk menyelesaikan

kredit macet yang terjadi.



BAB I11

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sgarah Singkat Perusahaan

Bank Perkreditan Rakyat Mitra Arta Mulia merupakan salah satu bank
perkreditan rakyat yang berkedudukan di Kabupaten Bengkalis tepatnya di jalan
Hasanuddin No. 10 yang berdiri sgjak tahun 2001 atau mulai beroperas sgjak
tangga 21 Juni 2001. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
109/KM.B/2001 pada tanggal 15 Me 2001 Surat Keputusan Menteri Kehakiman
No. B2-1201/KMK/2001 tanggal 21 Juni 2001 Status badan hukum yang dimiliki
perusahaan ini adalah Perseroan Terbatas

Pada awal berdirinya bank BPR Mitra Arta Mulia modal awal yang
dimiliki oleh bank ini sebesar Rp 1.000.000.000,00 hdl ini telah sesuai dengan
peraturan Bl tentang moda minimal yang harus disetor oleh bank perkreditan
rakyat pada wilayah kabupaten/kota.

Pemegang saham pada PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis terdiri dari
dua orang pemegang saham antara lain: Anton Wijaya sebesar 70% dan Herwin
Saiman 30%

Sebagal perusahaan yang bergerak dalam bidang keaungan dan melayani
masyarakat dari berbagai lapisan maka secara umum fungsi dan tujuan PT. BPR
Mitra Arta Mulia adalah sebagai berikut:

1. Mendorong mobilitas danadari masyarakat
yaitu untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali kepada

masyarakat khususnya untuk masyarakat kecil

42
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2. Mendorong program pembangunan
PT. BPR Mitra Arta Mulia mempunyai misi untuk bisa menunjang
program pembangunan dengan cara pemberian kredit atau pelayanan
terhadap masyarakat kecil.

3. Menjembatani kepentingan pemilik modal dengan pihak yang
membutuhkan khususnya kepada masyarakat kecil yang membutuhkan

permodalan.

B. Struktur Organisasi Perusahaan

Untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dibuat suatu
struktur organisasi yang dapat mengarahkan seluruh karyawan perusahaan
merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan struktur organisasi maka
dapat dilibatkan kerangka pembagian tugas dari masing-masing bagian, serta
keseluruhan dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan struktur organisasi disini adalah suatu
gambar yang menunjukkan garis kedudukan dan fungsi seseorang didalam
organisas tersebut. Dengan kata lain Struktur Organisasi itu adalah suatu gambar
yang menunjukkan hubungan garis, kerja sama dari sekelompok orang dalam
mencapal tujuan tersebut.

Dengan struktur organisas diharapkan seluruh pekerjaan dapat
dilaksanakan secara lancar dan efisien, memungkinkan dilaksanakan tugas dan
wewenang serta dapat berlangsungnya komunikasi dengan lancar antara atasan

dengan bawahan atau bagian satu dengan yang lainya



Dalam srtuktur organisasi PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis terbagi

menjadi beberapa bagian, dimana masing-masing bagian mempunyai tugas dan

wewenang sendiri. Pembagian tugas ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang

tindih pembagian tugas.

Struktur organisasi PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis dapat dilihat

pada gambar I11.1 berikut ini:

Gambar [11.1 Struktur organisasi PT. BPR MitraArtaMulia

RUPS

Dewan
Komisaris

Direktur Utama

Direktur
Bag. Marketing Bag. Akuntansi
Kredit Deposito- Kasir Pembukuan Umum
Tabungan

Sumber: PT. BPR Mitra ArtaMuliaBengkalis
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Adapun uraian struktur organisasi PT. BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis
adalah:
1. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham)
RUPS merupakan kekuasaan tertinggi pada PT. BPR Mitra Arta Mulia.
Namun kekuasaan itu tidak bersifat individu, melainkan dalam forum
rapat.
2. Dewan Komisaris
Tugas utama dewan komisaris adalah:
a. Mengawasi Direksi
b. Memberikan pengarahan demi kemajuan perusahaan
c. Setedlah melakukan pemeriksaan, hasilnya akan dilaporkan ke
RUPS
3. Direktur Utama
a. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas jalannya perusahaan
b. Bertanggung jawab atas seluruh tata usaha perusahaan baik secara
internal mapuun eksternal
c. Menandatangani surat-surat berharga bagi perusahaan, dari bilyet
giro, deposito, tabungan atau yang lain
d. Mengetahui dan menyetujui seluruh permohonan dan penyaluran
kredit
e. Menandatangani surat-surat keluar
4. Direktur

Tugas utama direktur:
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M el aksanakan tugas direktur utama seseuai dengan wewenangnya,
apabila direktur utama berhalangan

Menandatangai akta-akta penyaluran kredit, bilyet deposito,
tabungan dan akta kelengkapan lain

Menerima laporan tentang neraca harian bukti-bukti kas. Surat-
surat masuk lainnya yang berhubungan dengan perusahaan
Penaganan masalah intern perusahaan dari administrasi, personalia
dan masalah lain sebelum sampai pada direktur utama

Melaporkan dan mengkoordinsikan langkah-langkah yang telah

diambil kepada direktur utama

5. Bagian Marketing

Tugas dari marketing ini adalah:

a

b.

d.

e.

Bertanggung jawab atas pengerahan dana dan penyaluran dana
Mengkoordinasikan pekerjaan kepada bagian kredit dan tabungan
atau deposito

Mengatur perencanaan penyaluran maupun pengerahan dana
Bertanggung jawab dan mengatur semua pekerjaan dibawahnya

Bertanggung jawab kepada dirtektur utama dan diterktur

6. KepalaBagian Akuntansi

Tugas dari bagian akuntansi adalah sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab atas siapnya laporan yang diperlukan

b.

perusahaan

Bertanggung jawab atas seluruh catatan milik perusahaan
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Bertanggung jawab atas seluruh arsip dan penataan kearsipan
seluruh aktiva perusahaan

Bertanggung jawab atas kewajiban-kewagjiban yang timbul dari
perusahaan kepada pemerintah dan lainya

Bertanggung jawab atas segala tugas dan pekerjaan kepada

Direksi.

7. Bagian Kredit

tugas dari bagian kredit ini adalah:

a

b.

Menyiapkan berkas keperluan kredit.

Menyalurkan dan memasarkan kredit kepada masyarakat secara
aman, akurat dan baik.

Mengkoordinir penarikan dan peyaluran kembali kredit yang telah
disalurkan.

Membuat laporan setigp akhir bulan tentang kegiatan yang telah
dilakukan bersangkutan dengan kredit

Mengujungi langsung kelokasi objek usaha debitur serta
mel akukan penagihan kredit apabilaterjadi tunggakan kredit.
Mengkondisikan kelancaran penyaluran kredit

Mengadakan analisis, mendliti hasil analisis petugas analisis,
menyetujui atau menolak kredit yang digjukan sampal batas plafon

yang telah ditentukan.
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8. bagian Deposito/Tabungan

a

e.

9. Kasir

Memasarkan dan memasyarakatkan produk tabungan, deposito
kepada masyarakat, membukukan dan menata administrasi dengan
baik, aman dan teratur.

Membuat laporan secara tartulis mengenai pekerjaan kepada
bagian pemasaran atau direktur

Membuat hubungan baik dengan para penabung/deposan dengan
carayang insentif, jujur dan terancana.

Mengkoordinirkan kelancaran pengerahan dana mengenal
tabungan atau deposito

Bertanggung jawab kepada bagian pemasaran.

Tugas dan Fugsi Kasir adalah:

a

b.

Menerima setoran tunai dari nasabah

Memeriksa keaslian uang yang diterima tunai

Bertanggung jawab untuk menerima dan membayarkan uang
nasabah sesuai dengan verifikas yang telah dibuat oleh masing-
masing bagian yang bertanggung jawab dengan persetujuan
direktur atau yang memberi wewenang.

Mencocokkan segala tugas pada hari itu, uang jurna dan
rekapitulasinya pada bagian akuntansi

Menyiapkan uang setelah tutup kas di brangkas dalam keadaan

sama atau cocok dengan detailnya.
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f. Bertanggung jawab kepada bagian akuntansi dan direksi
10. Pembukuan
Tugas utama dari bagian pembukuan:
a. Mengelola kegiatan akuntansi dan pembukuan.
b. Menyiapkan data-data |aporan bulanan, triwulaanan dan tahunan
c. Menyusun neraca harian, bulananan, triwulanan.
d. Membukukan transaksi-transaksi yang terjadi
11. Bagian Umum
Tugas dari bagian umum adalah:
a. Menjaga seluruh inventaris yang ada mencatat, merawat dan
memeriksa keadaaan setiap hari.
b. Melaporkan dan mengatasi masalah yang timbul atas tugasnya
c. Menjaga kedisiplinan pegawai sehingga dapat digunakan sebagai
tolak ukur untuk menilai produktifitasnya
d. Mengurusi pengadaan dan pengamanan alat-alat kebutuhan
perusahaan.

e. Bertanggung jawab kepada kepala bagian akuntainsi dan direksi

C. Aktivitas Perusahaan

Adapun tugas pokok dari PT. BPR Mitra Arta Mulia adalah untuk
mengembangkan perekonomian pedesan di daerah tersebut, dengan membantu
menyediakan kredit bagi usaha-usaha yang berekonomi lemah daalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat.
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Adapun Produk BPR Mitra Arta Mulia antaralain berupa:
1. Jasasimpanan
a. Tabungan
Jasa simpanan ini dalam bentuk:
1. Tabungan umum
Tabungan adalah tabungan dalam bentuk perorangan ataupun
badan usaha
2. Tabungan anak sekolah
Tabungan yang dikhususkan untuk anak sekolah
3. Tabungan kredit pegawai
Y aitu tabungan bagi para nasabah yang mengambil kredit pegawai
pada BPR MitraArtaMulia
b. Deposito
Jasa deposito antaralain:
1. Deposito 1 bulan, yaitu deposito yang mempunya masa jatuh tempo
satu bulan
2. Deposito 3 bulan, yaitu deposito yang mempunyai masa jatuh tempo
tigabulan
3. Deposito 6 bulan, yaitu deposito yang mempunyai masa jatuh tempo 6
bulan
4. Deposito 12 bulan, yaitu deposito yang mempunyai masa jatuh tempo

12 bulan
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2. JasaPinjaman

a Kredit Umum
kredit ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat
luas tidak terbatas pada golongan tertentu sgja. Jumlah kredit
yang diberikan maksimal Rp. 500.000.000,00. Jaminan yang
diberikan bisa dalam bentuk sertifikat tanah, BPKB dan jaminan
lain yang mempunyai nilai material. Jumlah pinjaman yang dapat
diberikan sebesar 60% untuk jaminan dalam bentuk barang
bergerak dan 75% untuk jaminan dalam bentuk tidak bergerak.

b. Kredit Pegawa dan Pensiunan
Kredit ini hanya diperuntukkan bagi kalangan pegawai dan
pensiunan. Jangka waktu kreidit yang diberikan antara 12 sampai

48 bulan. Ansuran diambil dari pemotongan gaji pada setiap bulan.

Dalam pelaksanaan tugas dan pokoknya PT. BPR Mitra Arta Mulia

Bengkalis sesuai dengan UU bank perkreditan rakyat, yakni:

1

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito
berjangka.

Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan
Melaksanakan pengembangan usaha dibidang perkreditan untuk
meningkatkan modal kerja pada masyarakat.

Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

deposito berjangka dan tabungan pada bank lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Stuktur Pengendalian Intern
1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menunjukkan pengaruh gabungan dari beberapa
faktor dalam menentukan, memperkuat atau memperlemah efektifitas kebijakan
dan prosedur-prosedur tertentu sebagai gambaran dari tindakan, kebijakan dan
prosedur yang mencerminkan seluruh manajemen puncak, direktur dan komisaris,
dan pemilik suatu usaha mengenai pentingnya suatu pengendalian

Di dalam ligkungan pengendalian ini tercermin sikap dan tindakan
mangjemen mengenai pengendalian perusahaan. Lingkungan pengendalian erat
hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Sehingga secara langsung
akan menentukan corak organisasi yang akan mempengaruhi kesadaran
mengendalikan karyawannya, yang terdiri dari:

a. Nila Integritas dan Etika

Pada BPR Mitra Arta Mulia Bengkallis setiap pegawai harus melakukan
tugas masing masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Setiap
karyawan dituntut agar dapat melayani semua nasabahnya dengan penuh tanggung
jawab serta memiliki etika sehingga nasabah merasa nyaman dan puas atas
pelayanan para karyawan.

Selain itu terjadi komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan,
antara pegawai  maupun tingkat mangemen bank tidak terjadi konflik

kepentingan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa standar etika dan moral yang
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ada sudah benar-benar diimpelementasikan dengan baik oleh atasan maupun
bawahan.
b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi ini mencakup pertimbangan manajemen
atas pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh pegawai tertentu.
Penentuan jenis pengetahuan dan keterampilan yang  diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan tertentu serta harus dilakukan evalusai terhadap
pengetahuan dan ketermpilan para pegawai tertentu.

PT. BPR Mitra Arta Mulia guna terlaksananya komitmen dapat dilihat
antara lain adanya penyusunan job desckription yang dipertimbangkan pada jenis
pekerjaan yang perlu dilakukan serta penentuan jenis pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu misalnya bagian analisis
baik untuk menganalisis usaha debitur juga menilai watak telah dipilih orang yang
memang benar-benar kompeten.

PT. BPR Mitra Arta Mulia untuk meningkatkan kempetensi kepada
karyawannya dengan melakukan pengarahan, pelatihan dan diskusi baik yang
dilakukan oleh dewan komisaris maupun yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Dari beberapa hal Bank BPR Mitra Arta Mulia bisa dikatakan mempunyai
komitmen yang jelas terhadap kompetensi

c. Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan komisaris adalah pemegang saham dalam perusahan yang

berfungss mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh

mangjemen. Pada bank BPR Mitra Arta Mulia juga memiliki dewan komisaris



yang ikut dalam pengelolaan perusahaan bila direktur berhalangan atau direktur
sedang tidak aktif. Namun pada bank BPR Mitra Arta Mulai belum memiliki
auditor intern yang mengawas kegiatan keseluruhan baik yang dilakukan oleh
dewan komisaris maupun seluruh mengjemen yang berada dalam lingkungan
perusahaan. Dengan tidak adanya audit intern memungkingkan tidak
terlaksananya pengendalian intern dengan baik dan dapat meningkatkan resiko
penyelewengan oleh karyawan.

Audit intern juga berfungsi membantu direksi dalam usaha pelaksanaan
pengawasan terhadap pegawal dan aktivitas operasional sehingga tercapai tingkat
efisiensi dan pada tahap berikutnya dapat memperkecil resiko kegagalan kerja.

d. Falsafah dan Gayaoperasi

Filosofi merupakan seperangkat dasar yang menjadi parameter perusahan
dan karyawan. Dalam perusahaan filosofi ini diterapkan oleh pimpinan dan
dijalankan oleh seluruh karyawan sehingga semua kegiatan berjalan dengan
lancar.

PT. BPR Mitra Arta Mulia direktur sangat memperhatikan karyawannya
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing direktur juga
seldu melakukan evalusi hasil laporan dari bawahannya, sehingga karyawan
bekerja dengan sunguh-sungguh untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan
kepada atasannya. Falsafah manajemen dan gaya operas ini dapat mengurangi
dan meredam tindakan penyelewengan yang mungkin akan dilakukan oleh

individu-individu di dalam perusahaan.
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e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di dalam suatu perusahan merupakan salah satu satuan
usaha yang membatasi tanggung jawab dan wewenang yang ada. Apabila struktur
organisasi ini berjalan dengan baik maka kegiatan usaha perusahaan akan berjalan
dengan lancar.

Pada BPR Mitra Arta Mulia belum memiliki bagian debt collector yang
melakukan penagihan kredit adalah bagian kredit. Seharusnya yang melakukan
penagihan kredit macet serta pembayarannya adalah menjadi tugas dari debt
collector bukan bagian kredit. Hal ini memungkinkan terjadinya penyel ewengan-
penyelewengan dalam perusahaan. Struktur organisasi perusahaan dapat dikatakan
baik dan berperan sebagai alat pengendalian apabila pemisahan fungsi yang
digambarkan dalam struktur organisasi tersebut diikuti dengan penempatan orang-
orang yang tepat dan tidak adanya rangkap tugas antara suatu fungsi dengan
fungsi yang lainnya.

f.  Pembagian Wewenang Dan Tanggung Jawab

Sistem dan wewenang dan pembebanan tanggung jawab suatu perusahaan
merupakan aat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi
dan transakasi yang terjadi dan untuk mengklarifikasi data akuntansi dengan tepat

Pembagian wewenang dan tanggung jawab telah diuraikan dalam struktur
organisasi sehingga karyawan akan bekerja sesuai dengan bagian dan tugasnya

seperti yang telah tercantum dalam uraian tugas.
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0. Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia
BPR Mitra Arta Mulia dalam melakukan penerimaan pegawai dilakukan
seleksi yang ketat dengan cara melakukan test dengan mentaati peraturan dan
syarat-syarat yang harus dilalui. Untuk meningkatkan mutu pegawai BPR Mitra
Arta Mulia melakukan pelatihan, dengan pelatihan diharapkan dapat
meningkatkan kwalitas dan kecakapan karyawan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik dan efisien.

2. Penaksiran Resiko Manajemen

Penaksiran resiko mangjemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah
penaksiran yang terkandung dalam asersi dalam laporan keuangan dan disain serta
implementasi aktivasi pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko
tersebut pada tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Pada BPR Mitra Arta Mulia penaksiran resiko untuk kredit dibentuk
penyisihan aktiva produktif. Penyisihan ini diharapkan mengurangi kerugian
akibat tak tertagihnya kredit. Penaksiran terhadap kredit atau penyisihan
penghapusan aktiva produktif dinilai dari kemungkinan tak tertagihnya kredit.
Dengan menganalisa kelayakan kredit seperti menganalisa watak, karakter, dan
kemampuan debitur diharapkan dapat mengurangi kemacetan krdit.
3. Informas Dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, menggolongkan,
menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu perusahaan serta
menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan hutang perusahaan.

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua pegawa yang
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terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas pegawal dengan
pekerjaan yang dilakukannya, bailk yang berada di dalam maupun diluar
perusahaan

Pada BPR Mitra Arta Mulia setiap pencatatan hasil setoran dilakukan oleh
kasir kemudian dilaporkan kebagian kredit untuk dilakukan pencatatan serta
menyimpan semua dokumen perkreditan. Informasi atas pemberian kredit dapat
dilihat pada perincian jumlah kredit yang disalurkan pada setiap bulannya.
Dengan informasi ini mangemen dapat mengetahui berapa besar kredit yang

salurkan dan juga dapat menentukan langkah selanjutnya.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu
menjamin bahwa arahan manajemen dapat dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur
memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk
mengurangi resiko dalam pencapaian tujua perusahaan.

Prosedur dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Mitra Arta
Mulia antara dimulai dari permohonan kredit dengan melengkapi persyaratan
yang telah ditetapkan oleh bank. Apabila persyaratan telah lengkap maka berkas
selanjutnya diserahkan kebagian bagian kredit untuk dilakukan analisis apakah
kredit tersebut dapat distujui atau ditolak. Namun untuk nasabah yang mempunyai
hubungan khusus dengan pejabat bank hanya mengajukan permohonan beserta
melampirkan persyaratan kredit tanpa dilakukan analisis yang insentif dari bagian

analisis kredit. Hal ini tidak sesuai dengan flowchat sisitim pemberian kredit
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dimana dalam flowchat permohonan kredit harus melalaui analisis secara insentif
oleh bagian analisis kredit.

Aktivitas pengendalian meliputi pemisahan yang cukup, otorisasi yang
pantas atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai,
pengendalian fisik atas aktiva dan catatan pengecekan atas pel aksanaan.

a. Pemisahan tugas yang cukup

Pada BPR Mitra Arta Mulia telah melakukan pemisahan tanggung jawab
antar bagian, antar bagian pencatatan dengan bagian dokumen telah dilakukan
pemisahan tugas. Namun pada BPR Mitra Arta Mulia bagian kredit melakukan
tugas ganda selain melakukan analisis juga melakukan penagihan kredit hal ini
dinilai kurang efektif dan perlu adanya pemisahan tugas dan fungsi-fungsi pada
setiap karyawan.

b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas

Dalam struktur organisasi akan ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang
bekerja dengan baik dalam suatu perusahaan pada saat tertentu, sedangkan
bagaimana hubungan kerjasama dengan semua orang yang terlibat dalam
perusahaan akan terlihat dari susunan organisasinya yang digunakan oleh
perusahaan tersebut untuk memperjelas sigpa yang menjalankan tugas, siapa yang
bertanggug jawab dan bagaimana mengotorisasikan transaksi dan aktivitas yang
pantas pada bawahan.

Pada BPR Mitra Arta Mulia pemberian kredit atau pencairan kredit bisa
dilakukan bila nasabah telah menyerahkan semua persyaratan dan data seperti

Formulir Permhonan Kredit (FKP), kartu identitas, jaminan dan telah melaui
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proses serta tahapan-tahapan mulai dari pengecekan adli atau tidak data dan kartu
identitas, kemudian dilakukan analisis kredit dan keputusan diotorisasikan kepada
komite kredit. Jika permohanan kredit diterima dan telah mendapat persetujuan
oleh direks maka selanjutnya adalah tahap pencairan kredit. Pencairan kredit
dilakukan oleh kasir dengan membuat kwitansi (3 rangkap) dan bukti pengeluaran
kas (2 rangkap), kwitansi lembar I1l diserahkan kepada bagian kredit untuk
disimpan sedangkan bukti pengeluaran lembar | dan kwitansi lembar | diserahkan
kepada bagian pembukuan untuk dilakukan pencatatan. Aktivitas ini seperti
tampak pada flow chat atau alur sistem pemberian kredit berikut ini:

Gambar V.1 bagan aur sistem pemberian kredit
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c. Dokumen dan catatan yang memadai

Dokumen berfungs sebagal pengantar informasi keseluruh bagian
organisasi, klien dan antara organisasi yang berbeda. Dokumen harus memadai
untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh aktiva dikendalikan
dengan pantas dan seluruh transaksi dicatat dengan benar

Pada BPR Mitra Arta Mulia dokumen dan catatan yang dibutuhkah
seperti data keuangan (penerimaan/pengeluaran kas) semuanya harus didukung
oleh adanya bukti-bukti yang sah dan disusun dalam brangkas sesuai abjad hal ini
dilakukan untuk memudahkan apabila suatu saat data tersebut diperlukan.

d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

Jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan yang
paling utama adalah penggunaan pencegahan secara fisik. BPR Mitra Arta Mulia
melakukan pengendalian aktivanya oleh bagian kredit dengan pencatatan manual
dan komputerisasi.

Untuk pencatatan dengan menggunakan komputer bagian kredit
melakukan pencatatan sendiri dengan menggunakan kata kunci (password) untuk
membukanya dan ini berarti tidak semua orang dapat membukanya. Ini dilakukan
agar data dan catatan dan data dapat disimpan dan dikendalikan dari kemungkinan
pihak yang akan berusaha melakukan kecurangan.

e. Pengecekan dan independensi atas pencatatan

Méliputi penelaahan yang hati-hati dan berkesinambungan atas prosedur-

prosedur yang ditetapkan. Petugas yang harus tahu syarat dan data yang harus

dipenuhi oleh nasabah dan jenis fasilitas yang diperlukan nasabah. Petugas juga
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harus memiliki kemampuan menganalisis, jujur, dan objektif ketika melakukan
pengecekan fisik. Pengecekan ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang

dilakukan secaraindependen oleh badan yang berwewenang.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern.
Setelah kredit dicairkan kepada debitur maka bagian kredit mempunyai tugas dan
tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada debitur dan melakukan
pengecekan kebenaran akan penggunaan dan pemakaian kredit yang telah
diberikan.

Pengawasan kredit merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit
sgjak analisis agar dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit. Pengawasan ini
dilakukan baik sebelum pencairan kredit maupun sesudah pencairan kredit, antara
lain secara periodik mengaudit perkembangan usaha debitur dan kondisi keuangan
para debitur. Hal ini dilakukan untuk menghindari kasus kredit bermasalah yang
mungkin timbul pada usaha debitur.

Pada BPR Mitra Arta Mulia Bengkalis, pemantauan secara berkaa
terhadap usaha debitur setelah kredit dicairkan tidak dilakukan. Hal ini tidak
dilakukan karena besarnya dana yang akan dikelurkan oleh bank jika melakukan
pemantauan tersebut.

Seharusnya pemantauan dilakukan, karena pemantauan secara periodik
terhadap usaha debitur dapat mendeteksi gejala dini terjadinya kredit bermasalah
dan dapat melakukan tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur

yang tidak terbatas hanya dari kinerja kredit tapi juga dari kinerja usaha. Sehinnga
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jika masalah yang dihadapi oelh debitur yang akan mengakibatkan terganggunya

pembayaran kredit, maka pihak bank akan dapat segera mengetahuinya dan dapat

segera pula melakukan tindakan pengendalian.

B. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah pada BPR Mitra ArtaMulia

Dari  hasil penelitian faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit

bermasalah disebabkan oleh berberapa fakor baik dari pihak intern bank maupun

dari pihak debitur.

bank:

Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dari pihak intern

1. Tidak adanya pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur.

Kurangnya pengawasan penggunaan kredit oleh nasabah sehingga
mengakibatkan temuan yang akan menyebabkan kredit bermasalah
terlambat untuk dideteksi dan tidak bisa dilakukan tindakan pengendalian
kredit secaradini.

Kurangnya pemahaman dalam melakukan analisis dalam hal penerapan
5C, sehingga pegawa hanya menenkankan pada aguanan. Penilaian
agunan ini belum tentu akurat untuk mengatasi pengembalian kredit bila
terjadi kredit macet. Untuk kasus ini untuk agunan dalam bentuk BPKB
yang dinila hanya dari tahunnya sgja. Setelah dilakukan penyitaan
ternyata jumlah kredit yang masih tertunggak lebih besar dari nilai agunan
Banyak debitur yang belum mampu membuat laporan keuangan sehingga

tidak optimalnya petugas analisis untuk menganalisis apakah debitur
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berhak mendapatkan kredit atau tidak. Ini biasanya terjadi pada kredit
untuk usaha mikro.
Sedangkan faktor-faktor yang disebabkan oleh pihak ekstern

1. Sebagian debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan karena tidak
adanya pengawasan yang dilakukan oleh bank

2. Sebagian debitur kurang mampu dalam mengelola kegiatan usaha yang
ditunjang dengan kredit yang diberikan

3. Karena bencana aam, keadaan cuaca yang kurang bak sehingga
mengakibatkan kerusakan usaha debitur atau gagal panen, seperti yang
terjadi ketika datang banjir yang mengakibatkan petani memanen padinya
sebelum masa panen yang mengakibatkan menurunnya jumlah panen
secara drastis sehingga menyebabkan kredit macet pada sektor pertanian.

C. Penydesaian Kredit Bermasalah pada BPR Mitra Arta Mulia
Penyel amatan terhadap kredit macet dilakukan dengan caraantaralain:

1. Memberikan keringanan bunga. Pihak bank akan memberikan keringanan
bunga terhadap hutang bunga kredit, sedangkan untuk pokok pinjaman
harus tetap dilunasi secara utuh sesuai dengan besarnya pinjaman.

2. Memperpanjang waktu kredit, pihak bank akan memberikan perpanjangan
waktu pinjaman hal ini berarti jumlah ansuran yang akan dikeluarkan oelh
dibitur akan semakin kecil dari sebelumnya.

3. Memperbaiki pinjaman, dalam hal ini pgabat bank akan melakukan
survey kelapangan untuk memeriksa kegiatan usaha debitur, apakan usaha

debitur tersebut masih layak atau tidak untuk diberikan tambahan modal.



4. Menjual agunan, jika usaha debitur sudah tidak bisa diselamatkan dan
kemungkinan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar maka jaminan

yang diberikan kepada bank akan dijual atau dilelang

Apabila kredit tersebut tidak ada harapan untuk diselamatkan kembali dan
penyitaan jaminan tidak mencukupi jumlah kredit yang diberikan maka pihak

bank terpaksa menghapus kredit tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya

penulis dapat menarik kesimpulan:

1

Daam penyauran kredit kepada nasabah kredit yang disalurkan terdiri
dari: kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif.

PT. BPR Mitra Arta Mulia dalam melakukan penerimaan karyawan
dilakukan dengan seleks yang ketat dan dipilih sesua dengan
kompetensinya.

Dokumen dalam sistem pemberian kredit pada PT. BPR Mitra ArtaMulia
sudah lengkap dan baik, yaitu berupa formulir pemberian kredit, kartu
identitas, tanda terima barang jaminan, kwitansi, bukti penerimaan kas dan
bukti pengeluaran kas.

PT. BPR Mitra Arta Mulia dadam pengawasan kredit dilakukan oleh
dewan direks dan dewan komisaris, namun pada PT. BPR Mitra Arta
Mulia belum memiliki internal auditor yang bertugas mengawasi jalannya
kegitan perusahaan, sehingga dimungkinkan tidak terlaksananya
pengendalian intern yang bak dalam perusshaan ha ini  akan
meningkatkan resiko pernyel ewengan-penyel ewengan oleh karyawan.

PT. BPR Mitra Arta Mulia daam pemberian kredit terdapat adanya
pemberian kredit kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa

langsung dapat disetujui tanpa adanya analisis oleh pihak analisis kredit.

65
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6. PT. BPR Mitra Arta Mulia belum memiliki petugas yang mengawasi
kegiatan usaha debitur. setelah kredit dicairkan tidak ada petugas yang
mel akukan pengawasan secara berkala terhadap usaha debitur.

7. Dalam struktur organisasi PT. BPR Mitra Arta Mulia tidak terdapat debt
collector yang bertugas menagih kredit jika terjadi tunggakan. Penagihan

kredit dilakukan oleh bagian kredit.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja perusahan dimasa mendatang, seharusnya
perusashaan  harus menergpkan pengendalian intern secara efektif dalam
pemberian kredit. Setelah melihat fakta diatas maka penulis menyarankan:

1. PT. BPR Mitra Arta Mulia dalam pengawasan selain dilakukan oleh
dewan komisaris dan dewan direksi pengawasan juga dilakukan oleh
internal auditor demi kelancaran usaha perusahaan dan dapat mengurangi
timbul nya penyel ewengan.

2. PT. BPR Mitra Arta Mulia sebaiknya meninjau kembali kebijakan kredit
yang dijalankan dan memperketat prosedur pemberian kreditnya,
khususnya kepada pihak-pihak yang ada hubungan istimewa dengan
pegabat bank, serta meningkatkan nilai jaminan berupa jaminan barang
bergerak.

3. Seharusnya pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur dilakukan
oleh PT. BPR Mitra Arta Mulia Pemantaauan ini berfungs untuk
mendeteksi gejala awal terjadinya indikasi-indikasi yang berpotens

terjadinya masalah, sehingga dapat segera ditangani. Pemantauan juga
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berfungs untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan digunakan
sesuai dengan jenis kredit yang diberikan.

. Seharusnya PT. BPR Mitra Arta Mulia melakukan pemisahan tugas dan
fungsi bagian kredit, Dalam hal ini PT. BPR Mitra Arta Mulia seharusnya
memiliki debt collector sehingga bagian kredit tidak lagi bertugas
mel akukan penagihan kredit.

. Sebaiknya dalam pengajuan permohonan kredit kepada PT. BPR Mitra
Arta Mulia dalam bentuk kredit usaha mikro debitur harus menyertakan
laporan keuangan usahanya agar analisis bisa dilakukan dengan baik. Jika
calon debitur yang memiliki potensi namun tidak dapat membuat |aporan

keuangan maka analisis kredit dapat memberikan bimbingan.
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